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PENETAPAN
Nomor 0109/Pdt.P/2021/PA.Tgm
z b\ 1Y >

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan
oleh :

Iman Alfarozi bin Zainuddin, tempat dan tanggal lahir Tanggamus, 06 Juni 2000,
agama lIslam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, bertempat
tinggal di Dusun Banjar Sari RT.003 RW.002 Pekon Tanjung Jati
Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus, sebagai
Pemohon I.

Rosyani binti Hamdan , tempat dan tanggal lahir Tanggamus, 10 Oktober 2002
agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan
SLTA , tempat kediaman di Dusun Banjar Sari RT.003 RW.002
Pekon Tanjung Jati Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten
Tanggamus, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon | bersama dengan Pemohon |l disebut para
Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA
Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24

November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus

pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0109/Pdt.P/2021/PA.Tgm,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2019 Pemohon | menikah dengan Pemohon I,

yang dilaksanakan di RT.004 RW.001 Pekon Kampung Baru Kecamatan

Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus tidak di hadapan Pegawai Pencatat
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Nikah Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II
bernama Hamdan bin Ahmad Taher, adapun yang menjadi saksi adalah
Zainuddin dan Azhar, dengan maskawin berupa emas 24 karat seberat 2
gram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | (Iman Alfarozi bin
Zainuddin) berstatus perjaka dalam usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II
(Rosyani binti Hamdan) berstatus perawan dalam usia 17 tahun, telah
memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik
menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

3. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah
dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah
orangtua Pemohon | sebagaimana alamat diatas sampai dengan sekarang
dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai
1 orang anak bernama Atthala Khoirul Rozi bin Iman Alfarozi, lahir tanggal 12
November 2020;

5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah melakukan
perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon | dan
Pemohon Il sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan
harmonis;

6. Bahwa oleh karenanya Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan
Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk
keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
PRIMER
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon | (Iman Alfarozi bin

Zainuddin) dengan Pemohon Il (Rosyani binti Hamdan) yang dilangsungkan
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pada tanggal 19 April 2019, yang dilaksanakan di RT.004 RW.001 Pekon
Kampung Baru Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya
permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 November 2021 untuk masa
pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama
masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan
Agama Tanggamus sehubungan dengan permohonan  Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir
sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon | Nomor
1806190606000006, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten
Tanggamus tertanggal 18 Januari 2018, yang telah dinazegelen. Kemudian
Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata
telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta
warna hitam;

2. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon I Nomor
470/412/2002/2021, yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Pekon Kampung Baru
Kabupaten Tanggamus tertanggal 24 Nopember 2021, yang telah
dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti
surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda

(P-2) dengan tinta warna hitam;
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3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon Il Nomor
1806190204081013 vyang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten
Tanggamus tertanggal 22 Desember 2016, yang telah dinazegelen. Kemudian
Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata
telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-3) dengan tinta
warna hitam;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon | Nomor
1806190501110158 vyang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten
Tanggamus tertanggal 12 Maret 2019, yang telah dinazegelen. Kemudian
Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata
telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-4) dengan tinta
warna hitam;

B. Saksi
1. Zainuddin bin Hasimah, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pekon banjar Sari, Kecamatan

Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus., di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;

- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk
mengesahkan pernikahannya;

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah ?

- Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah;

- Bahwa kalau tidak salah Pemohon | dan Pemohon Il pada tanggal 19
April 2019;

- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahannya di rumah orang
tua Pemohon II;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua Pemohon II;

- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah orang tua Pemohon I;

- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon Il ialah emas 24 karat

seberat 2 gram dibayar tunai;
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- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah
bapak Azhar dan bapak Zainudin;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon | berstatus Perjaka dan Pemohon
Il berstatus perawan;

- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau
sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan
atas pernikahan para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum
pernikahan para Pemohon;

2. Ashar bin Muhni, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pekon Tanjung Jati, Kecamatan
Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus., di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;

- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan

pernikahannya;

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah ?

- Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah;

- Bahwa kalau tidak salah Pemohon | dan Pemohon Il pada tanggal 19 April

2019;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahannya di rumah orang tua
Pemohon II;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua Pemohon lI;

- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah orang tua Pemohon I;

- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon Il ialah emas 24 karat

seberat 2 gram dibayar tunai;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah

bapak Azhar dan bapak Zainudin;
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- Bahwa pada saat menikah Pemohon | berstatus Perjaka dan Pemohon Il
berstatus perawan;

- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan
yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas
pernikahan para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum
pernikahan para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan
apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para
Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama
Tanggamus selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata
tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini
dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan
itsbat nikah adalah bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah melangsungkan
pernikahan di Pekon Kampung Baru RT.004 RW.001 Kecamatan Kotaagung
Timur Kabupaten Tanggamus, pada 19 April 2019, dengan wali nikah ayah
kandung Pemohon Il bernama Hamdan bin Ahmad Taher, dengan maskawin
berupa emas 24 karat seberat 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi
masing-masing bernama Azhar dan Zainudin, namun Pemohon | dengan

Pemohon Il tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut
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tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon | dengan Pemohon |l sangat
membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon
serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang
masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon |
(P.1) dan Pemohon Il (P.2), fotokopi Kartu Keluarga masing-masing atas nama
kepala keluarga Pemohon | (P.3) dan Pemohon Il (P.4), tersebut telah bermeterai
cukup dan dinazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,
yang mana asli dari bukti-bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta ketentuan
Pasal 1889 KUH Perdata (BW), Pengadilan menilai bukti surat P.1 sampai dengan
P.7 tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat,
sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut isinya
menjelaskan bahwa Pemohon | dan Pemohon |l adalah warga yang bertempat
tinggal Dusun Banjar Sari RT.003 RW.002 Pekon Tanjung Jati Kecamatan
Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus, atau sekurang-kurangnya berada pada
wilayah yurisdiksi Kabupaten Lamandau, sehingga perkara yang diajukan oleh
para Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4
tersebut di atas, hanyalah membuktikan bahwa Pemohon | dan Pemohon I
memiliki alamat tinggal di wilayah Desa, Kecamatan dan Kabupaten yang sama,
namun belum cukup membuktikan bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah
pasangan suami isteri yang sah, meskipun berdasarkan pengakuan Pemohon |
dan Pemohon Il mengaku sebagai pasangan suami isteri, namun karena bukti
surat yang dapat membuktikan sahnya suatu perkawinan adalah Akta Nikah yang
dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam
ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu bukti tertulis

yang diajukan oleh Pemohon | dan Pemohon |l tersebut dinilai belum cukup
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membuktikan hubungan keperdataan sebagai suami isteri antara Pemohon | dan

Pemohon IlI, sehingga harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan
saksi-saksi yaitu Zainuddin bin Hasimah dan Ashar bin Muhni yang telah
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan
dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk
diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian
tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk
menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi
telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

— Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il pada 19
April 2019 di Pekon Kampung Baru RT.004 RW.001 Kecamatan Kotaagung
Timur Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il
bernama Hamdan bin Ahmad Taher yang ijab kabulnya diwakilkan kepada
Ayah kandung Pemohn Il, bernama Hamdan bin Ahmad Taher, dengan
maskawin berupa emas 24 karat seberat 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang
saksi nikah masing-masing bernama Azhar dan Zainudin;

— Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus bujang dan Pemohon I
berstatus gadis;

— Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga atau
sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon lI;

— Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon II;

— Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

— Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah

Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa menurut syariat Islam yang juga tertuang dalam

Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan serta Bab
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VI tentang Larangan Kawin, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah
memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya halangan atau
larangan bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil kaidah
hukum figh Islam sebagaimana penjelasan dalam:

1. Kitab Al Igna’ juz Il halaman 123 yang selanjutnya diambil alih sebagai
pertimbangan dalam perkara ini menyebutkan :
Ol s lalall Laa g t g9z 535 da 5 ) draa dused 8 5 7SI (IS
Artinya : “Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon
suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”
2. Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 yang Majelis Hakim ambil alih sebagai
pertimbangan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :
Sl Al AaL) ) ) s
Artinya : “Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi
berakal dapat diterima”
3. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :
Al i g e all g o A Ll gl 138
Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu
yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah
pernikahannya itu "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka mengenai
perkawinan para Pemohon diketahui dalam perkawinannya ada kedua calon
mempelai yakni Pemohon | dan Pemohon II, wali nikahnya, serta perkawinan
disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki serta telah terjadi ijab gabul antara
Pemohon | dan wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum di atas,
Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon | dan Pemohon Il telah
memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan agama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat perkawinan dalam syari'at
Islam telah terpenuhi akan tetapi hal yang terpenting adalah mengenai apakah
ada halangan perkawinan antara Pemohon | dan Pemohon Il yang dapat

menghalangi keduanya hidup sebagai pasangan suami-istri;
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Menimbang, bahwa adapun halangan yang dimaksud vyaitu bersifat
sementara ataupun selamanya hal ini ditegaskan dalam Q.S An-Nisa: 23.
Sedangkan halangan yang bersifat sementara yaitu sebagaimana yang tertuang
dalam ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yaitu tentang
tidak adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan antara Pemohon |
dan Pemohon II, maka sudah cukup membuktikan antara Pemohon | dan
Pemohon Il tidak memiliki halangan baik yang bersifat selamanya maupun
sementara sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa demikian pula faktanya selama Pemohon | dan
Pemohon Il terikat dalam perkawinan tidak ada yang keberatan atas perkawinan
Pemohon | dan Pemohon Il bahkan selama itu pula antara keduanya tidak pernah
bercerai maupun pindah agama, sehingga hal tersebut telah menguatkan ikatan
perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il masih terjalin kuat hingga saat ini sebagai
pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dikorelasikan
dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan
Pemohon | dengan Pemohon Il telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan
secara syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14
sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus
ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena
Pemohon | dan Pemohon Il belum mendapat akta nikah sebagai bukti
perkawinannya, sedangkan Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan
Akta Nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan dan
keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan
perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il yang dilaksanakan pada 19 April 2019
di Pekon Kampung Baru RT.004 RW.001 Kecamatan Kotaagung Timur

Kabupaten Tanggamus adalah sah menurut hukum;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun
2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka
seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon | (Iman Alfarozi bin Zainuddin)
dengan Pemohon Il (Rosyani binti Hamdan) yang dilaksanakan pada tanggal
19 April 2019, yang dilaksanakan di Pekon Kampung Baru Kecamatan
Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus;

3. Memerintahkan Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatat pernikahannya
yang telah diisbatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Timur
Kabupaten Tanggamus;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 320.000,00. (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Tanggamus pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Al Fitri, S. Ag., S.H., M.HI
sebagai Ketua Majelis, Yulistia,S.H.,M.Sy. dan Saiful Rahman, S.H.l., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh Chairun Nafar, S.H. sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Yulistia,S.H.,M.Sy. Al Fitri, S. Ag., S.H., M.HI
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Saiful Rahman, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

Chairun Nafar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP
a. Pendaftaran :Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon ‘Rp 10.000,00
c. Redaksi :Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan :Rp 0,00
2. Biaya Proses "Rp 50.000,00
3. Panggilan 'Rp 200.000,00
4. Pemberitahuan isi penetapan :Rp 100.000,00
5. Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 320.000,00

Terbilang: (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
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